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Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 

1998. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

   Alif ا

 ba‟ B Be ب

 ta' T Te خ

 sa' Ś s (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ha‟ ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ẓ zet (dengan titik diatas) ذ

 ra' R Er ز

 Z Z Zet ش

 S S Es ض

 Sy Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض
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 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „  koma terbalik (diatas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 M M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha‟ Ha Ha ه

 hamzah ~ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

Contoh : نصل = nazzala 

 bihinna =  تهن  

III. Vokal Pendek 

Fathah (o`_ ) ditulis a, kasrah (o_ ) ditilis i, dan dammah (o _ ) ditulis u. 

IV. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, 

masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.  

Contoh :  

1. Fathah + alif ditulis a, seperti  فلا ditulis fala. 

 2. Kasrah + ya‟ mati ditulis I seperti :تفصيل, ditulis tafsil. 

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصىل ,ditulis usul. 

V. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya‟ mati ditulis ai الصهيلي ditulis az-Zuhaili 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولح ditulis ad-Daulah 

VI. Ta’ Marbuthah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang 

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan 

sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: تدايح الهدايح 

ditulis bidayah al-hidayah. 
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VII. Hamzah 

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang 

mengiringinya, seperti أن ditulis anna. 

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) 

seperti شيئ ditulis syai,un. 

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai 

dengan bunyi vokalnya, seperti زتائة ditulis raba’ib. 

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing 

apostrof ( , ) seperti تاخرون ditulis ta’khuzuna. 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti الثقسج ditulis al-Baqarah. 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf „i‟ diganti dengan huruf syamsiyah 

yang bersangkutan, seperti النساء ditulis an-Nisa’. 

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya,  

seperti :  ذوي الفسود ditulis zawi al-furud atau  أهل السنح ditulis ahlu as-sunnah. 
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ABSTRAK 

 

Teguh Purnomo, 2025, Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 

Tahun 2019 Di Kabupaten Pekalongan. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga 

Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. 

Taufiqur Rohman, M.Sy 

 

Kata Kunci: implikasi hukum, permendagri 108 tahun 2019 

 

SebagianL kalangan telah dikagetkan dengan diterbitkannya Kartu 

Keluarga yang di statusL perkawinan Ltertulis “Kawin BelumL Tercatat”. 

MunculnyaL istilah baruL tersebut berdasarkanL Peraturan MenteriL Dalam NegeriL 

(Permendagri) NomorL 108 TahunL 2019 dimana dalam peraturan ini ada pasal 

yang mengatur penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang pernikahannya 

tidak/belum dicatatkan secara resmi.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi 

PeraturanL MenteriL DalamL NegeriL NomorL 108L TahunL 2019L diL Kabupaten 

Pekalongan dan bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan 

MenteriL Dalam NegeriL Nomor 108L Tahun 2019L terhadapL status perkawinan. 

PenelitianL kulitatif iniL menggunakan jenisL penelitian hukumL normatif-

empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Pengumpulan data melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan Permendagri 108/2019 

memberikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan dalam menerbitkan kartu keluarga dengan 

status kawin belum tercatat. Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi realitas 

sosial, terutama bagi masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi belum 

mencatatkan pernikahannya. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat 

kendala. Dalam perspektif maslahah Najmuddi>n At}-T{u>fi, kebijakan ini 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang kesulitan mencatatkan pernikahannya 

secara hukum negara, sehingga mereka tetap memiliki akses terhadap administrasi 

kependudukan. Namun, potensi mudharat juga muncul, terutama terkait dengan 

kemungkinan penyalahgunaan status ini. Menurut teori Hukum Lawrence M. 

Friedman dapat disimpulkan, Struktur Hukum: Disdukcapil Kabupaten 

Pekalongan telah menerapkan regulasi ini, tetapi masih belum maksimal. 

Substansi Hukum: Kebijakan ini telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas 

bagi pencatatan status kawin belum tercatat, tetapi masih membutuhkan 

penyesuaian dengan regulasi lain agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum 

keluarga di Indonesia. Budaya Hukum: Respons masyarakat terhadap kebijakan 

ini beragam. Sebagian masyarakat menerima dengan baik karena memberikan 

solusi bagi administrasi kependudukan, sementara sebagian lainnya 

mengkhawatirkan dampaknya terhadap ketertiban hukum perkawinan. 
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ABSTRACT 

 

Teguh Purnomo, 2025, Legal Implications After the Issuance of Permendagri 108 

of 2019 in Pekalongan Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, 

Postgraduate, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. Taufiqur Rohman, 

M.Sy 

 

Keywords: legal implications, Permendagri 108 of 2019 

 

Some people have been shocked by the issuance of Family Cards where 

the marriage status says "Marriage Not Yet Registered". The emergence of this 

new term is based on the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) 

Number 108 of 2019, where in this regulation there is an article that regulates the 

issuance of family cards for couples whose marriage is not/has not been officially 

registered. 

The formulation of the problem in this research is how to implement the 

Minister of Home Affairs Regulation L Number 108L of 2019L in Pekalongan 

Regency and what legal implications arise regarding the Minister of Home Affairs 

Regulation Number 108L of 2019L regarding marital status. This qualitative 

research uses a normative-empirical type of legal research. This type of research 

is field research. Data collection through: interviews, observation and 

documentation. Data analysis in this research uses data reduction, data 

presentation and verification methods. 

The research results concluded that the implementation of Permendagri 

108/2019 provides a legal basis for the Pekalongan Regency Population and Civil 

Registration Service (Disdukcapil) in issuing family cards with unregistered 

marital status. This regulation aims to accommodate social realities, especially 

for people who have married religiously but have not registered their marriage. 

However, in its implementation, there are still obstacles. From the perspective of 

the Najmuddi>n At}-T{u>fi maslahah, this policy provides benefits for people who 

have difficulty registering their marriages under state law, so that they still have 

access to population administration. However, potential harm also arises, 

especially related to the possibility of misuse of this status. According to 

Lawrence M. Friedman's legal theory, it can be concluded, Legal Structure: 

Pekalongan Regency Dukcapil Office has implemented this regulation, but it is 

still not optimal. Legal Substance: This policy has provided a clearer legal basis 

for recording unregistered marriage status, but still requires adjustments to other 

regulations so as not to conflict with the principles of family law in Indonesia. 

Legal Culture: Public responses to this policy are varied. Some people accept it 

well because it provides a solution for population administration, while others are 

worried about its impact on marriage legal order. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarL Belakang MasalahL 

SebagianL kalangan telah dikagetkan dengan diterbitkannya Kartu 

Keluarga (KK) yang di statusL perkawinan Ltertulis “Kawin BelumL Tercatat”. 

MunculnyaL istilah baruL tersebut berdasarkanL Peraturan MenteriL Dalam 

NegeriL (Permendagri) NomorL 108 TahunL 2019 TentangL Peraturan 

PelaksanaanL Peraturan PresidenL Nomor 96L Tahun 2018L Tentang TataL Cara 

PendaftaranL Penduduk danL Catatan LSipil. Status ini muncul sebagai bentuk 

pengakuan terhadap pasangan yang perkawinannya belumL dicatatkan Lsecara 

resmiL diL KantorL UrusanL AgamaL L (KUA) LLL atauL DinasL KependudukanL Ldan 

CatatanL SipilL (DisdukcapilL). Biasanya, ini terkait dengan pasanganL Lyang 

menikahL secaraL agamaL atauLL adat, tetapiL belum memenuhi prosedur hukum 

formal untuk pencatatan perkawinan. Keberadaan status ini memerlukan 

dokumen pendukung berupa Surat PernyataanL Tanggung JawabL Mutlak 

(SPTJML), yang merupakan pernyataan resmi dari suamiL dan Listri. SPTJM ini 

berisi pengakuan pasangan bahwa mereka benar menikah secara sah menurut 

agama atau adat, namun belum dicatatkan secara hukum dengan mengisiL 

form LF-1.05 (SEL Dirjen LDukcapil, 2021L).  

 SuratL edaran (SE) dariL Direktorat JenderalL Kependudukan DanL 

Catatan SipilL Kementerian DalamL Negeri nomorL 472.2/15145/DUKCAPILL 

tanggal 4L November L2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin 
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Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga menyatakan; ”Penduduk yangL 

perkawinannya belumL dicatatkan dapatL dicantumkan statusL perkawinannya 

dalamL Kartu KeluargaL dengan statusL kawin belumL tercatat. DataL penduduk 

denganL status kawinL belum tercatatL dalam databaseL kependudukan menjadiL 

dasar bagiL masing-masingL daerah untukL memprogramkan isbatL 

nikah/pengesahanL perkawinan danL pencatatanL perkawinan Lmassal” (SE 

Dirjen Dukcapil, 2021). 

Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan MenteriL Dalam 

NegeriL (Permendagri) NomorL 108 TahunL 2019 yang mengatur pelaksanaan 

dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018L tentang Tata CaraL 

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Aturan ini memberikan panduan 

operasional dan teknis mengenai proses administrasi kependudukan, serta 

menjabarkan tugas dan tanggung jawab instansi terkait, termasuk pemerintah 

daerah (Permendagri 108/2019, 2019).  

Ruang Lingkup Permendagri ini mencakup tata cara pendaftaran 

penduduk, termasuk penerbitan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Tempat Tinggal 

(SKTT), dan Pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran kelahiran, kematian, 

perkawinan, perceraian, dan pengakuan/penetapan anak (Permendagri 

108/2019, 2019). 

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan yang cepat, mudah, dan transparan. Peraturan ini juga 

bertujuan menjamin akurasi data penduduk untuk mendukung perencanaan 
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pembangunan nasional dan daerah. Prinsip dasarnya adalah non-diskriminasi, 

yaitu Setiap warga negara dan penduduk mendapatkan hak yang sama (UU 

Nomor 23 Tahun 2006 Adminduk, 2006),  termasuk bagi keluarga atau 

pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi (tidak 

mempunyai buku nikah) (Permendagri 108/2019, 2019). 

Kebijakan afirmatif “kawin belum tercatat” ini bersifat sementara dan 

bukan merupakan pengesahan perkawinan. Kebijakan ini dikandung maksud 

agar tercipta tertib administrasi kependudukan dengan terdatanya masing-

masing penduduk. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam 

database kependudukan nantinya menjadi dasar bagi masing-masing daerah 

untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan 

perkawinan massal agar pernikahannya benar-benar mempunyai kekuatan 

hukum tetap (SE Dirjen Dukcapil, 2021). 

Terobosan dari Disdukcapil ini sebagaiL tindakan untukL memberikan 

kepastianL hukum terhadapL pasangan yangL belum Ltercatat. Dengan ditulisL 

“Kawin BelumL Tercatat” di LKartu LKeluarga, istri danL anak menjadiL 

memiliki perlindunganL hukum, sehinggaL apabila Lsewaktu-waktu suamiL 

meninggalkannya, istriL dan anakL bisa menuntutL haknya. UpayaL selanjutnya 

agarL status diL Kartu KeluargaL berubah menjadiL “Kawin LTercatat” adalah 

denganL mengajukan isbatL nikah Ldi LPengadilan (Subhan Abidin, 2021). 

Sebagian Masyarakat menyambut baik inisiatif ini karena dinilai 

memberikan solusi atas permasalahan administrasi kependudukan yang 

kompleks. Namun, munculnya kebijakan penggunaan SPTJML tidak 



4 

 

 

 

sepenuhnyaL dapat diterimaL oleh Lmasyarakat, terlebih bagi mereka yang 

patuh dan sadar terhadap hukum positif yang berlaku. Keabsahan peristiwa 

perkawinan yang semestinya tercatat oleh lembaga pencatatan nikah 

dipertanyakan, karena dapat digantikan dengan SPTJM. Hal tersebut menjadi 

pemicu perdebatan dan pertentangan di kalangan pemangku kebijakan, salah 

satu argumen disampaikan oleh Saubari (KepalaL KUA KecamatanL Kertak 

HanyarL), bahwa pembuatanL Akta KelahiranL hanya denganL bermodalkan 

SuratL Pernyataan TanggungL Jawab MutlakL (SPTJM) tanpaL dilampiri fotoL 

kopi bukuL nikah dinilaiL telah melemahkanL otoritas lembagaL pencatatan 

nikahL yaitu KantorL Urusan AgamaL dan KantorL CatatanL Sipil Lsendiri, 

kebijakan yang tidak sejalan (melanggarL) Undang-undang (UU) PerkawinanL 

dikhawatirkan akanL semakin menyuburkanL praktek nikahL siri atauL nikah liarL 

dimana masyarakatL akan beranggapanL urgensitas bukuL nikah sudahL tidak 

pentingL lagi, karenaL segala layananL kependudukan tetapL dapat diperolehL 

meskipun tidakL memilikiL buku Lnikah (Saubari, 2020). 

Hukum positifL tidak membenarkan nikahL siri dan hanya mengakui 

bahwa nikah yang sahL adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 UU NomorL 1 TahunL 

1974 tentangL Perkawinan mengaturL bahwa Ltiap-tiap perkawinanL dicatat 

menurutL peraturan Lperundang-undangan yangL berlaku (UU Perkawinan, 

1974). KetentuanL tersebut memberikanL penegasan bahwaL setiap perkawinanL 

yang dilakukanL dicatat sesuaiL dengan peraturanL perundang-undanganL yang 

berlakuL (Fadli, 2021), demikian juga dalam rumusan yang tertuang dalam 
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Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 (Kompilasi Hukum Islam, 2018), serta 

dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan 

Nikah yang secara lebih teknis prosedur pencatatan nikah dan mengikat bagi 

pegawai pencatat nikah. Aturan di atas telah dianggap mampu memberikan 

solusi terhadap peraturan pencatatan pernikahan di Indonesia dan dapat 

menimbulkan dampak positif terhadap tingkat kesadaran norma hukum 

apabila dijalankan sesuaiL Laturan perundang-undanganL yangL Lberlaku. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pasangan yang 

sudah mendapatkan KartuL KeluargaL denganL statusL "Kawin Belum Tercatat" 

atauL "Cerai Belum Tercatat" langsung mengurus kejelasan status hukumnya. 

Hal ini disebabkan karena kesadaran tertib administrasi masih rendah, 

kurangnya pemahaman hukum, prosedur yang dianggap rumit, adanya biaya 

pengurusan, tidak mengetahui dampak hukum selanjutnya. Kebijakan ini juga 

berpotensi penyalahgunaan status pada KK untuk menghindari kewajiban 

hukum, termasuk kasus poligami atau perkawinan di bawah umur yang tidak 

tercatat. Oleh karena itu, pembatasan masa berlaku KK dengan status ini 

menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk memaksa masyarakat 

mengurus keabsahan status mereka secara formal. 

Amin menyampaikan, “Setelah mendapatkan KK dan bisa mengurus 

Akta Kelairan anaknya masyarakat cenderung enggan mengurus itsbat 

pernikahan mereka ke Pengadilan Agama (PA) agar berubah statusnya 

menjadi kawin tercatat. Ketika terjadi perceraian diantara mereka, status 

perceraiannya pun tidak tercatat. Ketika mereka akan menikah lagi dan 
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mendaftarkan pernikahannya ke KUA maka akan terkendala pencatatannya 

terkait statusnya. Karena statusnya kawin apakah pernikahannya adalah 

pernikahan poligami atau poliandri terselubung (Amin, 2025). 

Ada satu kasus seorang perempuan berstatus “cerai tidak tercatat”, 

Ketika ia akan melaksanakan pernikahan dan didaftarkan ke KUA, ia 

terkendala dengan statusnya. Ia harus merubah statusnya dari “cerai tidak 

tercatat” menjadi “cerai tercatat” melalui istbat nikah sekaligus perceraian di 

Pengadilan Agama. Akan tetapi permohonannya ditolak karena mantan 

suaminya berstatus suami sah dari wanita lain (Amin, 2025). 

Beberapa regulasi yang ada cenderung bersifat ambigu dan  dapatL 

menimbulkan ketidakpastianL dan ketidakadilanL hukum. OlehL karena ituL 

dibutuhkan regulasiL dengan frasaL yang jelasL dan tegasL berkaitan denganL 

pemberlakuan SPTJML perkawinan/perceraianL belum tercatatL jika memangL 

SPTJM Lperkawinan/perceraian belumL tercatat merupakanL solusi bagiL 

masyarakat terhadapL problematika administrasiL kependudukan. KarenaL 

bagaimanapun jugaL pada dasarnyaL perkawinan harusL dicatat agarL terjamin 

kepastianL dan perlindunganL hukum bagiL suami istriL beserta akibatL 

hukumnya. SelainL itu pencatatanL perkawinan merupakanL upaya untukL 

mewujudkan Ltertib Ladministrasi (Musyafak & Hikmah, 2022). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terkait kedudukan 

pencatatan pernikahan dan pencatatan administrasi kependudukan terhadap 

perkawinanL tidak tercatatL merupakan salahL satu pembahasanL hukumL 

keluargaL Islam yangL memerlukan pengkajian lebih dalam dilihat dari 
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perspektif teori maslahah dan teori hukum, serta bagaimana implikasi 

hukumnya. Sejauh mana kebijakan ini dijalankan khususnya di Kabupaten 

Pekalongan yang mana menjadi obyek penelitian ini. Berikutnya penelitian 

ini dipandang penting untuk dikaji dalam bentuk karya ilmiah dengan judul 

“Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 Di 

Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Najmuddi>n At}-T{u>fi Dan 

Teori Hukum Lawrence M. Firedman.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang terkait dalam judul yang sedang 

dibahas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ditemukan, 

diantaranya: 

1. Masih banyak penduduk yang perkawinannya belum tarcatat; 

2. Banyaknya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat 

tidak memiliki akta kelahiran; 

3. Aturan dan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia mengalami 

perkembangan dari masa ke masa; 

4. Implikasi hukum yang ditimbulkan akibat pernikahan tidak tercatat, 

khususnya terhadap kaum perempuan dan keturunan yang dilahirkan; 

5. Program pemerintah soal penertiban administrasi kependudukan agar 

mempunyai kekuatan hukum belum maksimal; 

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, 

pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting. 
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1.3 Pembatasan MasalahL 

PembatasanL masalah dalamL penelitian iniL adalah tentangL implikasi 

hukumL pasca terbitnyaL Peraturan MenteriL Dalam NegeriL Nomor 108L Tahun 

2019L tentang PeraturanL Pelaksanaan PeraturanL Presiden NomorL 96 TahunL 

2018 TentangL Persyaratan DanL Tata CaraL Pendaftaran PendudukL Dan 

PencatatanL Sipil terhadapL kedudukan pernikahanL tidak Ltercatat. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi PeraturanL MenteriL DalamL NegeriL NomorL 108L 

TahunL 2019L diL Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan 

MenteriL Dalam NegeriL Nomor 108L Tahun 2019L terhadapL status 

perkawinan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa bagaimana LimplementasiL PeraturanL LMenteri DalamL 

NegeriL NomorL 108 TahunL 2019 diL KabupatenL Pekalongan 

2. UntukL menganalisa implikasi hukum yang ditimbulkan terkait 

PeraturanL Menteri DalamL Negeri NomorL 108 TahunL 2019 terhadapL 

status perkawinan 

1.6 Manfaat PenelitianL 

Penelitian tentang implikasi hukum pasca terbitnya Permendagri 

Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya 

dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum keluarga. 

b. Menambah literatur dan wawasan terkait implikasi hukum dari 

kebijakan yang dibuat dalam administrasi kependudukan. 

c. Menghasilkan kajian ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian sejenis di masa depan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, khususnya 

Kabupaten Pekalongan, dalam meningkatkan efektivitas implementasi 

kebijakan administrasi kependudukan. 

b. Bagi Aparat Administrasi Kependudukan 

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak 

hukum dan sosial dari kebijakan ini, sehingga dapat membantu 

mereka dalam pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

c. Bagi Masyarakat 

Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan 

untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi 

keluarga, khususnya istri dan anak. 

3. Manfaat Kebijakan 

a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah 

maupun pusat, untuk menyempurnakan regulasi terkait administrasi 
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kependudukan dan pencatatan pernikahan. 

b. Membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mengurangi potensi 

dampak negatif dari kebijakan yang ada. 

Dengan manfaat-manfaat ini, penelitian diharapkan dapat menjadi 

landasan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih 

inklusif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi semua warga 

negara. 
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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

beberapa poin utama sebagai berikut: 

1. Implementasi Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekaongan 

a. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan terkesan “setengah hati” dalam 

implementasinya. Dukcapil menyarankan agar mencatatkan 

perkawinanya terlebih dahulu baru membuat kartu keluarga. Untuk 

Akta Kelahiran anaknya Disdukcapil tidak menerbitkannya. 

Disdukcapil membuatkan dengan Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu, 

bukan Akta Kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa 

b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan ini 

menyebabkan masih banyak pasangan yang mengabaikan kewajiban 

pencatatan pernikahan. 

c. Terdapat perbedaan persepsi antara lembaga pemerintahan baik pusat 

dan daerah (Disdukcaapil, Pengadilan Agama, dan KUA) mengenai 

penerapan kebijakan ini, terutama dalam aspek hukum keluarga dan 

perlindungan hak-hak dalam pernikahan. 

d. Berdasarkan Teori Maslahah Najmuddi>n At}-T{u>fi, kebijakan ini 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang pernikahannya tidak 

tercatat secara hukum negara, sehingga mereka tetap memiliki akses 
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terhadap administrasi kependudukan. Namun, potensi mudharat juga 

muncul, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan status 

ini untuk menghindari kewajiban hukum dalam perkawinan, seperti 

hak waris dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak karena 

bagaimanapun status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

2. Implikasi Hukum Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan 

a. Penerapan Permendagri 108/2019 memberikan dasar hukum bagi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten 

Pekalongan dalam menerbitkan kartu keluarga dengan status kawin 

belum tercatat. 

b. Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi realitas sosial, terutama 

bagi masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi belum 

mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

c. Namun, dalam implementasinya, masih belum maksimal terutama 

dalam penerbitan akta kelairan anak dari pasangan yang berstatus 

kawin belum tercatat karena potensi permasalahan yang mucul 

kedepannya. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan lebih menyarankan 

pasangan tersebut untuk mencatatkan perkawinannya secara sah. 

d. Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman 

1) Struktur Hukum: Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah 

menerapkan regulasi ini, tetapi masih belum maksimal. Perlu 
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melakukan koordinasi dengan lembaga lain, seperti KUA dan 

pengadilan agama. 

2) Substansi Hukum: Permendagri 108/2019 telah memberikan dasar 

hukum yang lebih jelas bagi pencatatan status kawin belum 

tercatat, tetapi masih membutuhkan penyesuaian dengan regulasi 

lain agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum keluarga di 

Indonesia. 

3) Budaya Hukum: Respons masyarakat terhadap kebijakan ini 

beragam. Sebagian masyarakat menerima dengan baik karena 

memberikan solusi bagi administrasi kependudukan, sementara 

sebagian lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap ketertiban 

hukum perkawinan. 

7.2 Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang 

dapat diajukan: 

1. Bagi Pemerintah Pusat 

a. Perlu dilakukan harmonisasi antara Permendagri 108/2019 dengan 

regulasi lain yang mengatur pencatatan pernikahan dan perlindungan 

hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut. 

b. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pengawasan untuk 

mencegah penyalahgunaan status kawin belum tercatat dalam 

administrasi kependudukan. 
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2. Bagi Kantor Disdukcapil Kabupaten Pekalongan 

a. Disdukcapil perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum serta 

konsekuensi hukum dari status kawin belum tercatat. 

b. Disdukcapil perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan KUA 

dan pengadilan agama dalam menyelaraskan regulasi kependudukan 

dengan aturan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum negara. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya pencatatan 

pernikahan secara hukum agar memiliki perlindungan hukum yang 

lebih kuat. 

b. Pasangan yang belum mencatatkan pernikahan disarankan untuk 

segera mengurus pencatatan pernikahan melalui prosedur yang sesuai 

agar terhindar dari risiko hukum di masa depan. 

4. Untuk Penelitian Selanjutnya 

a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka 

panjang penerapan Permendagri 108/2019 terhadap perlindungan 

hukum bagi perempuan dan anak. 

b. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dengan 

membandingkan implementasi regulasi ini di beberapa daerah lain 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. 
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Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan kebijakan serta pemahaman yang lebih baik mengenai 

implikasi hukum Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan. 
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